
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

IGPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
IGPALA BADAN PEBSNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 B /M.PPN/HK/OS / 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PROYEK INNOVAruON REGTONS FOR A IUST ENERGT' TRANSTmON (tKI JET)

MEMERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Merrinrbang a. bahwa dalam rangka menjalankan kerjasama untuk proyek
hutovatiott Regions for a.Just Drctg1, Ttansitiott OKI Jm) dengan
kontribusi penrbiayaan dari Pemerintah Jelmarr nrelalui
I n tetu a ti on a I Cl it n a te In i ti a ti ve antara Kenre rrteria n PPN/ Bappenas
dengan GIZ untuk pencapaian komitmen Indonesia nrelaltri Nel
Zeto Ettrissiott (NZE) pacla 2060 atau lebih cepat, diperlukan tinr
koordinasi strategis dalam kerja sanla untuk mernbahas
perkerrrbangan, nremfasilitasi komturikasi antar pemarrgku
kepeutirrgan, dan urerubelikan arahan sh ategis pelaksanaarr;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstrd dalam
lrnruf a, perlu dibenttrk Tim Koordinasi Sh'ategis Proyek lttnouatiott
Region s fot' a,/u s t En et gy Tta n si ti ot t flKI J HD ;

c. balrwa pejabat dan pegawai yang nalnarlya tercantrun dalam
Lampilan Keputusarr irri diarrggap manlpu dan memenuhi
pelsyaratan untuk dudtrk dan ruelaksanakan tugas sebagai anggota
Tinr Koordinasi Strategis Proyek lttnovatiott Regions folaJust Enetg;t
Ttansition (IKIJHf);

Mengirrgat I. Undang-Urrdang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor' 47,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nottror 428$;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistenr

Perencanaan Pembangurran Nasional (Iorrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembararr Negara
Republik Indonesia Nomor +421);

3. Undang-Undang Nouror 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agrcentent to 71rc Utited Natiotrs Ftantevotk Convetrliott ott Climate
Change (Persetujuarr Paris Atas Konvensi Kerarrgka Kerja
Pemerikatan Barrgsa-Bangsa lnerlSenai Penrbahan lklim) (lrnrbaran
Negara Republik Indonesia 'lhlrurr 2016 Nomor 2O4, Taurbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norrror 5939);

4. Peraturan...
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Menetapkan

PERTAA4A

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Presiden Nomor 52Tahun 2027 tentangPertbahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahtm 2079 tentang Orgamsasi
Kementerian Negaral

5. Peraturan Presiden Nomor 1.1.2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga
Listrik;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BadanPerencanaanPembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PROYEK INNOVATION REGIONS FORAJUST ENERGY TRANSITION
(rKrJET).

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek Innouation Regions for aJust
Energy Transition (IKI JET), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi
Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampir an Keputu san ini.

Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, dan
Tenaga Pendukung.

Pengarah sebagaimana drmaksud dalam Diktum KEDUA bertugas
memberlkan arahan kebljakan, pefttmbangan) saran, dan pendapat
untuk men1rusun kegiatan Proyek Innouation Regions for a /ust Energy
Transition (lKI JET).

Penanggug Jawab sebagaimana dtmaksud dalam Diktum KEDUA
bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan, memberrkan arahan kebrjakan, mengaw asi, membrmbing,
memantaukemajuan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang
terj adi saat pelaksanaan kegratan.

Pelaksana sebagaimana drmaksud dalam Diktum KEDUA bertagas;

a. melaksanakan pro4ram dankegiatan Proyek Innovation Regions for a

Just Energy Transition (lKI JET);

b. memfasilitasi pelaksanaan kegratan Proyek Innouation Regions for a

Just Energy Transition (lKI JET); dan

c. menyusun laporan pelaksanaan Proyek Innouation Regions for a /ust
Energy Transition (lKI JET) untuk drsampaikan kepada Penanggung

Jawab.

KEENAM
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Tenaga Pendukung sebagarmana drmaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas;

a. membantu mendukung pelaksanaan tugas Pelaksana dalam
menSumpulkan data dan informasi; dan

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas larnnya yang
drtugaskan o leh Pe laksana.

Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA bertemu sedikitnya dua kali dalam setahun untuk
membahas:
a. perkembanganke\a sama capaian dan tantanganl
b . ar ahan strategis dan r encana kerj a perrode b er ll<urtny a; dan
c. agenda lainnya yang dianggap perlu-

Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dapat mengundang organtsasi latn sesuai kebutuhan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis drbebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejaktanggal ditetapkan danberlaku surut
sejak tangg al 2 Januari 2024.

Drtetapkan drJakarta
padatanggal 25 Maret 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

nd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencan aan P emb angunan Nasional /

BadanPetencanaan Nasional, a.i

Teni ti



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NO]VIOR KEP. 18 /M.PPN /HK/ 03 / 2024
TANGGAL 25 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK INNOVATION REGIONS

FOR AJUST ENERGY TRANSITION (IKI JET)

Menteri PPN/ Kepal a Bappenas.

C

A. PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

B. PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

1. Deputi Btdang Ekonomi.

2. D eputi Brdang P engemb angan Regional.

3. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan.

4. D eputr Bidang Sar ana dan Pr asar ana.

5. Country Director GIZ forlndonesia and ASEAN.

Deputr Btdang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian PPN/Bap penas.

Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan
P ertambangan, Kementerran PPN/ Bappenas.

1. Asisten Deputi Pefiambangan,, Kementerian
Koordinator Brdang Kemantiman dan
Investasi.

2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi,
dan Informatrka, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Direktur Industri, Partwrsata dan Ekonomi
Kreatif , Kementerian PPN/Bap penas.

PELAKSANA

Ketua

Anggota

6. Direktur ...



-2-

6. Direktur Pembrnaan dan Pengusahaan Batu
Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

7. Direktur Aneka Energi Bant dan Terbarukan,
KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.

8. Direktur Konservasi Energi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Direktur Pembrnaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan
Sumber DayaMrnera1r

10. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan
Perselisihan Hubungan lndusfiral,
Ke me nte ria n Ketenagakefi aan.

77.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
D aer ah Provi nsi Kahmantan Timur.

-l.Z.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

79.Kepala Divisi Energi Baru danTerbarukan, PI.
PLN (Persero).

74.Kepala Divisi Perencanaan Sistem Kelistrikan,
PI. PLN (Persero).

15. Implententation Manager GIZ IKI JET.

16. Country Director International Labour
Organization (ILO).

7 7 . D fu ektur Ekse kuti f Y ay as an Mrtr a Hlj au seb agai
perwal<tlan Climate Action Network (CAN).

18. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia (APBD.

19. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

ZO.Ketua Konfiderasi Serikat Perkerja Indonesia
(KSPI).

27.Ketua Konfiderasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSD.

22.Direktur Eksekutif Institute for Essential
Seruices Reform (IESR).

23. Managing Director Dala Institute.

24.Dr. Yahya Rachmana Hidayat, Kementerian
PPN/Bappenas.

25.Dedi Rustandi, M.En, Kementerian
PPN/Bappenas.

26.Dody .
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26.Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, MA,
M.Eng, Kementerian PPN/ Bappenas.

27.Dyah Perwitasari, S.l.A, Kementerian
PPN/Bappenas.

28.Gal1h Hedy Saputra, S.Stat, Kementerian
PPN/Bappenas.

Zg.lJsamah Hujjatal Islam, S.Stat, Kementerian
PPN/Bappenas.

30. Erwin Ramadhani, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

31.Nurul Selen Azizah ASP, S.Fwk, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

Sahnan sesuai dengan ashnya,
Sekretaris Kementeria n Per encanaan P embangunan Nasional/

Badan P erencanaan P embangunan Nasio nal, a.:-

Teni

1. Kardi, S.Sos.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

ttd.
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